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1.1. Latar Belakang

Menurut struktur logika pendekatan inside-out liberalisme, dalam usaha
mencapai perdamaian global, salah satu unsur yang perlu ditegakkan terlebih
dahulu adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia.! Salah satu bentuk dari
pelanggaran hak asasi manusia adalah tindak diskriminasi terhadap seseorang.?
Diskriminasi merupakan pelanggaran HAM yang tidak dapat diterima dalam
bentuk apa pun, termasuk di dalamnya adalah diskriminasi terhadap perempuan.
Diskriminasi terhadap perempuan dapat didefinisikan sebagai tindak kekerasan
berbasis gender baik secara sengaja atau pun kultural yang menyebabkan adanya
subordinasi atau devaluasi perempuan terhadap laki-laki.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan sering kali dicap sebagai
second class citizens, kondisi ini tidak lepas dari kuatnya pengaruh budaya patriarki
di dalam masyarakat. Selain melanggar HAM, diskriminasi terhadap perempuan
juga membawa dampak buruk terhadap negara atau pun yang mengalaminya.*

Dalam usaha mengatasi diskriminasi terhadap perempuan, pengusahaan dan

penciptaan kesetaraan gender merupakan kunci utama dalam mengatasinya.
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Kesetaraan gender di sini bukan berarti adanya kesamaan perlakuan terhadap laki-
laki dan perempuan; kesamaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan justru
merupakan salah satu hal yang menyebabkan adanya kesenjangan gender.®
Kesetaraan gender berarti adanya kesamaan kesempatan dan pemanfaatan dari
kesempatan tersebut bagi laki-laki dan perempuan, sehingga tidak akan ada yang
lebih atau kurang diuntungkan dalam bidang apa pun.® Kesetaraan gender adalah
hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu oleh siapa pun’, isu mengenai
kesetaraan antar gender juga telah lama menjadi salah satu isu prioritas PBB dari
awal pendiriannya pada 1945. Keseriusan PBB dalam menangani isu kesetaraan
gender dapat dilihat dari pembentukan Commission on the Status of Women (CSW)
sebagai sub-komisi PBB di bawah naungan United Nations Economic and Social
Council (ECOSOC) pada tahun 1946.2 CSW memiliki mandat untuk menyiapkan
rekomendasi dan laporan kepada ECOSOC perihal usaha-usaha dan tindakan yang
diperlukan dalam mendorong dan mengatasi permasalahan hak-hak perempuan di
bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga pendidikan.®

Salah satu output terbesar dari kerja CSW adalah Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW) yang

diadopsi Majelis Umum PBB pada 1979 dan mulai berlaku sebagai perjanjian
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internasional pada 1981.1° CEDAW merupakan instrumen internasional pertama
yang mendefinisikan apa itu diskriminasi terhadap perempuan.'! CEDAW (1979)
mendeskripsikan diskriminasi terhadap perempuan didefinisikan sebagai:
“Setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar
jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi
atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi
manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi,
sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas
dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan
perempuan.” 2
Kesetaraan gender, meski telah lama dibahas dan diketahui oleh di dunia
internasional, keberadaan dan implementasinya di dunia masih mengalami banyak
kendala dan kekurangan, mulai dari masih banyaknya peraturan-peraturan negara
dan perusahaan yang diskriminatif terhadap gender, kurang disadari dan

dihargainya kontribusi perempuan terhadap keluarga dan masyarakat, sampai

budaya masyarakat yang menormalkan diskriminasi atau kekerasan terhadap
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perempuan.'® Padahal, hampir seluruh negara di dunia ini telah menyetujui dan
meratifikasi CEDAW itu sendiri.*

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyetujui dan
meratifikasi CEDAW ke dalam peraturan perundang-undangannya.'® Pun
demikian, implementasi CEDAW di Indonesia juga masih memiliki banyak
kekurangan dan kendala dalam proses implementasinya sehingga diskriminasi
terhadap perempuan masih banyak terjadi.'® Pencegahan dan pengentasan segala
bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan hal yang perlu diberi perhatian
khusus oleh seluruh unsur negara.!” Diskriminasi yang terjadi, selain melanggar
HAM dan menghambat tercapainya perdamaian global, juga akan mengakibatkan
timbulnya rasa terbelenggu, takut, atau pun trauma dan depresi berkepanjangan
bagi yang mengalaminya.’® Hal ini tentu sangat memprihatinkan, HAM sudah
sepantasnya dilindungi, diperjuangkan, dan tentunya tidak boleh diganggu oleh

pihak mana pun.®
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Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia sebagai suatu negara yang
berdaulat tentu mempunyai tuntutan moral untuk turut serta dalam kerja sama
pencapaian perdamaian global ini.?° Selain atas dasar tuntutan moral, keikutsertaan
Indonesia dalam usaha pencapaian perdamaian global juga sesuai dengan tujuan
dari didirikannya negara Indonesia itu sendiri sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa Indonesia
memiliki tujuan untuk ikut dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam usaha mencapai perdamaian global, pemerintah tidak dapat berdiri
sendiri, isu sosial dan global yang kian kompleks menuntut setiap aktor yang ada
untuk saling bekerja sama dalam mengatasi isu yang ada. Dengan adanya kooperasi
dari seluruh aktor dalam usaha bersama untuk mengatasi isu yang ada, niscaya
keteraturan dan perdamaian dapat tercapai. Hal ini seirama pula dengan pendekatan
utama dari teori liberalisme “inside-out” yang mengasumsikan bahwa segala
bentuk dinamika global yang ada, termasuk di dalamnya pencapaian perdamaian
global, semuanya dimulai dari dalam bagian terkecil dari suatu komunitas (negara)
yang kemudian akan menyebar secara bertahap ke dunia internasional.?

Melihat pentingnya kooperasi antara negara dan non-negara dalam usaha
pencapaian perdamaian global, penulis merasa terpanggil untuk meneliti tentang

bagaimana proses kooperasi antara kedua aktor dalam hubungan internasional ini
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dapat berperan dan berkontribusi dalam menangani salah satu permasalahan yang
telah lama menghambat tercapainya perdamaian global, yakni permasalahan
mengenai hak asasi manusia -- secara spesifik mengenai isu diskriminasi terhadap
perempuan.

Secara khusus, penelitian ini akan membahas mengenai kooperasi antar
aktor negara dengan salah satu aktor non-negara dalam hubungan internasional;

perusahaan multinasional.

1.2. Rumusan Masalah
Penelitian ini akan membahas mengenai kooperasi antara negara dan
perusahaan multinasional dalam mengimplementasikan CEDAW di Indonesia pada
2014-2019. Periode ini dipilih sebagai fokus dan batasan penelitian atas dasar
pertimbangan ketersediaan dan kebaruan data yang akan dijadikan dasar kajian
dalam meneliti. Oleh karenanya, rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana
kooperasi antara PMN dan negara dapat berkontribusi dalam implementasi
CEDAW di Indonesia pada tahun 2014-2019?
1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tiga tujuan:
1) Untuk mendapatkan gambaran terkait seberapa signifikan kooperasi
perusahaan multinasional dan negara dalam proses implementasi
CEDAW di Indonesia.
2) Untuk mendapatkan gambaran terkait kondisi implementasi CEDAW di

Indonesia.



3) Untuk mengetahui kontribusi dari kooperasi perusahaan multinasional

dan negara dalam proses implementasi CEDAW di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca agar semakin peka
terhadap pentingnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di segala
sektor kehidupan, baik dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, maupun
pemerintahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi siapa pun yang
juga ingin meneliti lebih lanjut terkait pentingnya kooperasi antara negara dengan

aktor non-negara dalam mengatasi beragam permasalahan yang ada.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab pertama berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan
penulisan, serta kontribusi atau kegunaan dari penelitian ini.

Bab kedua berisikan tinjauan pustaka dari penelitian dan publikasi yang
telah lebih dahulu membahas mengenai pentingnya kesetaraan gender dan
kooperasi negara dan non-negara, hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat
memiliki gambaran yang lebih luas sebelum membaca analisis dan hasil dari
penelitian ini. Selain itu, bab ini juga berisikan penjelasan mengenai teori serta
konsep-konsep yang digunakan penulis sebagai acuan dalam melaksanakan
penelitian ini.

Bab ketiga berisikan penjelasan mengenai metodologi penelitian yang

digunakan penulis. Metodologi ini meliputi pendekatan, metode, teknik



pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan penulis dalam
melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.

Bab empat berisikan pembahasan serta analisis dari data yang telah
dikumpulkan dan diolah oleh penulis menggunakan metodologi yang tertulis pada
bab sebelumnya. Setelah data-data yang ada telah selesai dianalisis, hasil analisis
tersebut akan dibahas secara sistematis dan komprehensif guna menjawab rumusan
masalah dari penelitian ini.

Bab lima berisikan kesimpulan serta saran dari penulis akan hasil dari

penelitian ini.



